KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI DALAM. NEGERI DAN MENTERI KE_ANGAN

NOMOR 119/2813/SJ
NOMOR 177 /KMK.07 /202

TENTANG

PERCEFATAN PENYESTA'AN

ANGGARAN PENCAPATAN DAN BELANJA CTAERAH TAHUN 2C20
DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 COVID-19),

Menimbang

Mengingat

SERTA PENGAMANAN DAYA BELI MASYARAKAT DAN

PEREXONOMIAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTZR. KEUANGAN,

: bahwa  untuk melaksanakan ketentuar Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentarg Kebi akan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistemn
Keuangan untuk Penangenan Pancemi Corora Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Mengnhadani
Ancaman yerg Membanayakan Perzkonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sister Keuangan dan Peraturan Presicen
Nomor 54 Tahan 2020 tentang Ferukbanan Postur dan Xincian
Anggaran Pendapatan dan Beleanja Negara Tahun Anggaran
2020, perlu menetapkan Xeputtsan Eersama Menteri Dalam
Neger: dan Menteri Keuangan tertarg Percepetan Penyesua:an
Anggaran Pencapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran
2020 dezlam rangka Penanganar Corona Virus Disease 20.9
(COVID-19), serta Pengamanar Daya 3eli Masvarakat dan
Perekcnomian Nasional;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-_ndang Dasar Negara Repuklik
Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Uadang Nomor &9 Tahun 2008 tentarg
Kementerian Negara (Lembzran Nesgara Repukblik
Indonesia Tahun 2008 Normocr 266. Tambakzsn Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturar Pemerintah Pengganti Jndang-Urcang Nemor 1
Takun 2020 tentang Kebdijakar Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan urtik Penanganan Pandemi
Covoria Virus Disease Z019 'COVID-19) dan,atau Dalem
Rangka Menghadapi Anczmar vang Membahayaxan
Per=konom:an Nasional canjataz Stabiiitas Sistem



Menetapkan

PERTAMA

)
l/
T e

i

Keuangan (Lembaran Negara Repu=zlik Indonesia Tahun
202C Nomcr 87, Tambahar Lempesran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485i;

4. Peraturan Presiden Ncmcr 54 Tahun 2020 tentang
Perubahen Postur dan Rincian Anggaran Pzndapatan can
Belanja Negara Tehun Anggaran 2020 (Lemkaran Negera
Republik Indonesia Tahun 2C2C Ncmicr 94);

S. Peraturan Presiden Nomor 11 Tzhun 2015 tertarg
Kementerian Dalam Neger Lemparan Negara Repuklik
Indonesia Tahun Z01& Nomor 12};

6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tehun 2015 tertarg
Kementerian Keuvangan Lembzran Negara Repuklik
Indonesia Tahun 201E Nomor 51 ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang P=srcepatan Peranganan Corora Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintal: Dzerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2C2C Ncmor 249Y;

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN

MENTERI KEUANGAN TENTANG PERCEPATAN
PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DCALAM RANGKA
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 COVID-1€9),
SERTA PENGAMANAN DAYA BELI MASYARAKAT DAN
PEREKONOMIAN NASIONAL.

: Menteri Dalam Negeri dan Menteri Xetangan meminta Kepzala

Daerah untuk melakukan peryesuaien target pendapatan

daerah dalam APBD melaiui:

a. Penyesuaian pendapatan Transfer ke Daeran dan Dana
Desa berdasarkan rincian alokasi Transfer <e Daerah dan
Dana Desa yang ditetapkan dzlam Peraturan Menteri
Keuangar:: dan

b. Penyesuatan  Pendapaten  Asli  Daerah  dengan
memperh:tungkan potensi »nzjax daeran dan retribusi
daerah di masing-masing provins: <an ksbupaten/kota
serta memperhatikan perkiraan asumsi maxro, seperti
pertumbuhan rasio perpajekan daeran, pertumbuhan
ekcnomi, dan tingkat inflasi zakhun 2020 yang dapat
mempengaruhi target pencapatan pajak caerah dan
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retribusi daerah sebagai ak-bzt dari menurunrya kegiatan
perekonomian.

: Menteri Dalam Negeri dan Merter: Keuangen meriinta Kepzla

Daerah unttk melakukan penyvesuzian belanja daerah
melalui:

a. Rasionalisasi belanja pegawa: teratama cilakukan dengan

1)

2)

3)
4)

S)

Bagi caerah yang selama in: memberikan tunjangan
tambahan penghasilar Apezratur 3Sipil Negara
(ASNI/tunjangan kinerja dseren der;atau insentif
sejerisnya lainnya lebin besar cari tunjargan kinerja
di pusat, melekukan p=ryesuizian besaraa tunjangan
tersebut agar tidak melebih: besaran tunjangan
kinerja di pusat;

Bagi caerah yang selema in: memberikan tunjangan
tambahan penghasilac Aparatur Sipil Negara
(ASNi/tunjangan kinez e daerah atau sejenisnya lebih
rendah dari tanjangar xinerja di pusat, melakukan
penyesuaian besaran Tunjaagan -ersebur sssuai
kebutiuhan rasionalisasi belen-z pegawa:;
Mengendalikan/mengurzangi honorarium kegiaran,;
Mengendalikan/mengutrangi hcnorer-um  pengelola
dana BOS; dan/atau

Mengendalikan /mengurangi permmberian tvang lembur
dengan mempertimbangkar kebutahan riil

pelaksanaan pekerjazn yang tersifat mendesak dan
dilakukan secara selektii.

b. Rasionalisasi belanja bararg/-asa sekurang-kurangrva
sebesar 2% dengan mergu-eng anggarar: belanja,
terutama untuk:

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)

Perjalznan dinas dalarm daerzh dan luar dzerah;
Bararg (bahan/mazer.al) pzakai habis untuk
keperluan kantor,

Cetax dan penggendaen.

Pakeian dinas dan at—butnya, serta pakaian khusts
dan hari-hari tertenty;

Pemelinaraan.
Perawztan kendaraan »ermctor,

Sewe umah /gedung, gudang, parkir;



KETIGA

8)
9i
10)

11)
12)
13)

14)

15)

Sewa sarana mobilitas;
Sewa alat berat;

Jasa kantor dan sewa antara :zin uztux langganzan
dava =strik, air, telekomunikzasi, media cetak, dan
peralatan;

Jasa konsultansi;

Tenage ahli/instruxtur, narasumber;

Uang yang diserahkean <epada pinak
ketiga’'masyarakat

Makaran dan minuman, serta pake: ~apat di kantor
dan di luar kantor; dan, atau

Sosial:sasi, workskop, nimbingar te<n:s, pelatihan,
dan kelecmpok diskusi terfokus (focus group
discussion), serta pertemus=n lain yang mengundang
banvax orang.

c. Rasionelisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar
50% dengan mengurangl anggaran belanja, terutama

untuk :

1) Pengacaan kendesraan cinas/operasional;

2) Pengacaan mesin can alat berat;

3) Pengacaan tanah;

4) Renoveasi ruangan/gedung, meukbelair, den
perlengkapan perkantoran.

S5) Pembangunan gedung taru; dar/atau

©6) Pembangunan infrastuktur lainrvza yang masih

memungkinkan untux ditunda tahun berikutnya.

: Selisih argge-an hasil penyesuaian pendapatan daerah

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dengan
penyesuaian belanja sebagaimens dimaksud dalam Diktum
KEDUA, digurakan untuk mencarai:

a. Belanja h©idang keseshaten dan hal-hal lain terkait
kesehatan dalam rangka pencegahar dan penangsnan
pandemi COVID-19, antara la:n berupa pengadaan a.at
pe.indung diri (APD) tenaga medis, =arana dan peralatan
layanan kepada masyaraxat, dan perarganan pasien
COVID-19;
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b. Penyediaar jaring pengamenan sosial; social safety net

anwara lair melalui pemkerian bantuar sosial kepada
mesyara<at miskin/kurang mampu varg mengalami
penurunan daya beli axibat adenve pandem: COVID-19;
dan/atau

Penanganan dampak ekoncmi teratame menjega agar
dunia usana daerah tetap hidup, antarz lair mela.ui
pemberdayaan usaha mikrc, kecii dan menengzsh, serta
koperasi dalem rangka memulihken dan menstimulasi
kegiatan perekonomian di daerah

. Penggunaar: belanja sesbagaimana cimaks:d dzlam Dik-am

KETIGA butir a, b, dan c dilakukan berdasa~<an:

a.

Kebutuhan rill yang penggunaarnva bisa berbertuk
oelanja pegawali, barar.g/jasz, dar moda. sepagai hasil Zari
nengutamaan penggunsan anggsrarn tersebut; dan
Pedoman yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam
Negeri smor 1 Tahur 2020 tentang Pencegakan
Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2029 di Lingkungan Pzmerintah Dzerah.

: Menteri Dalam Negeri dar: Menteri Keuengan memirta Kepala

Daerah untuk melakukan pengusamaan pernggunsan
anggaran dan metode pelaksaraar kegiatan dan anggaran,
melalui:

a.

Realokasi penggunaan arggaran nonorarium, bantian
sosial, can hikbah kepacsa kelompok
masyarakaz/ormas/lembaga sosial masyaraka: untuk
dialihkan menjadi anggeraz barttan sosia. kepada
masyvarakar miskin/xureng mempu vang mengalami
penurunan daya beli ekibat dari adanya pancem: COVID-
19;

Pemberiarr ~ bantuan scsial  kepadz  masyarzkat
miskin/kurang mampu yang dilaxuxar Pemerirtah
Daerah harus memperhatikan pelaksznaar pember.an
bantuan scsial yang d:lekukean olek Pererirnzah Pusat agar
tidak terjadi tampang -indin sasarar;

Penerapan. pola padat karva tuna. cash for work) dalam
pelaksanaan belanza modal untuk
pembangunan/perbaizan inirastrukrour, seperti jalan dan
irigasi; dan



KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

d. Penyesuaian pelaksanaar kegiatan yang mengundang
orang banyak dari semula diakukan dengan
pertemuan/tazap muka largsung <itban menjadi tanpa
pertemuan/tatap muxa largsung cengan memanfaatkan
teknolog: :nformasi/komunikasi, antara lain:

1. Pelaksanaan rapat, sosialisasi weorkshop, kelompok
diskusi terfokus (focus group discussion) dan kegiatan
lain vang sejenis dengar menggunakan sarana video
conference/ teleconfererice; dan

2. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan tekn:s, dan kegiazan
lainnya yang sejenis dergan menggunaxan metode e-
learning.

: Penyesuaian target pendape-an daeral dan rasionalisasi

belan;a daerah dilakukan dergan terlenih dehulu melakukan
perubahan Peraturan Kepala Dzerah tentarg Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 202C cengan zemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam
Peraturan Cacral tentang Pertoanan APBL Takun Anggaran
2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) bagi Pemerintal: Daerak yang rtidakx melakukan
perukbanan APBD Tahun Anggzaran 20ZC.

: Pemerintah Daerah  melakxukan  pervesuaian dan

menyampaiksn laporan has:il penyesueian AFBD terseput
kepaca Mer:teri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan can Menteri Dalam Negeri c.q Dire<tur Jenderal
Bina Keuangzn Daerah.

: Batas wakta penyampaian laporan hesil penvesuaian APBD

sebagaimana dimaksud pada D:ktam KETUJUH yang
sebelumnya ditetapkan dalam “=striksi Merte-i Dalam Negeri
Nomor 1 Tazun 2020 tentang Penceghan Penyebaran dan
Percepatan Penanganan Corona Virus Diszase 2019 di
Lingkangan Pzmerintah Daeran, paling lama 7 (tujuh) hari
sejak ditetarkan instruksi tersebut, ciubalk merjadi paling
lama 2 (dua) minggu setelan ditetapkannya Keputusan
Bersama ini.



KESEMBILAN

KESEPULUH

KESEBELAS

KEDUABELAS:

: Dalam hal kepala Daerah belumn menyampaiken laporan hasil

penyesuaian APBD sebagaimana dimaksud dzlam Diktum
KEDELAPAN, Menteri Keuangan  setelah  mencapat
pertimbangan dari Menteri Zalam Negeri melakukan
penundaan penyaluran DAU dan/atat DBH sampai dengan
disampaikanrrya laporar cimaksuc sesua: peraturan
perurdang-undangan.

: Penundaan penyaluran DAT dan/atzu DBH sebagairmana

dimaksud daiam Diktum KESEMB3ILAN <ilakukan sampai
dengen Kepala Daerah menvampziken laporan hasil
penyesuaian APBD kepada Menteri Keuangan c.q Dire<tur
Jenderal Perimbangan Ke_argan car Menteri Dalam Negeri
c.q Direktur Jenderal Bina Keuangen Caerah.

: Dalam ha. sampszi akhir tahur arnggeran 2020 Daerah yang

dikenakan penundaan penvaluran DAU can/ata1 DBH
sebagaimeana dimaksud dalarm Ciktum KESEMBILAN t:dak
menyampaikan laporan has.. penyesuaian APBD. maka
besaran DAU dan/atau DBH yang ditunda tersebut t:dak
dapat disalurkan kembali kepada Daerah yang bersangkutan.

Dalam rangks memastikan peiaxsanaan penvesuaian AZBD

tahur. anggaran 2020:

a. Aparat Pengawas Intern Pemerntan  (APIP) secara
berjenjang melakukan pempinaan dan pengawasan atas
pe.aksanaan Keputusan Bersama ini;

b. Dewan Perwakilan Rakya: Daerah provinsi can
kabupzaten/kota agar melexuxan pengawasan terhadap
proses penyesuaian APZLC tahun anggaran 2020 di
masing-masing Daerah: dan

c. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementeran
Dalam Negeri dan Dirsktur Jerderal Perimbangan
Keuangan Kementerian Ke1angan melakukan
pemantatan dan evaluasi ternadap pelaksanzan
peayesusian APBD tahun arggeran 2020.



KETIGABELAS : Keputusan Bersama Menteri Daiam Negeri dan Menteri
Keuangan ini mulai berlaku sejax tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada manggal © April 2020

MENTARI DA7Q: NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
W
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN , SRI MULYANI IN‘_‘)RAWATLS_(



